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PERATIJRAN MENfERI KESEHATAN REPUBLIK IND01'.1ESIA 

N<J.10R : 528/~IBN.KES/PER/XII/1982 

.· TENTANG 

KUALITAS AIRTANAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHAT.AN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa airtanah mernpunyai peranan dalam pemeliharaan, per­
lindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat; 

b. bahwa perlu mencegah pencemaran airtanah dan melindtmgi 
masyarakat dari penggunaan airtanah yang tidak memenuhi 
syarat-syarat kesehatan; 

c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada huruf a 
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kese­
hatan. 

1. Undang-undang Gangguan (Hinderoordonnantie) 1926 Stbl No.226 

yang telah diubah .dan ditarnbah terakhir dengan Stbl 1940 
No. 14 dan No. ·450; 

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kese­
hatan (Lembaran Negara. Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lem­
baran Negara No. 2068); 

3. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk 
I 

Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahtm 1962 No. 48, 
Tambahan Lembaran Negara No . 2475); 

4. Undang-trrldang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran 
Negara Tahun 1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No.2804); 

· 5. Undang-undang No. 5 Tahilll 1974 tentang Pokok-pokok Pernerin­
tahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahwi 1974 No. 38, Tambahan 
Lembaran Negara ~b . 3037); 

.6. Undang-~dang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046}; 

7. Undang.:.undang No. 4 Ta.bun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1982 No. 12, Tambahan· Lembaran Negar~ No. 3215); 

8. Keputusan 
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8. Ke?Jtusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen 
dengan perubahan-perubahannya; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men. 
Kes/Per/VIII/77 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan 

Air Untuk Berbagai Kegmaan Yang Berhubtmgan Denian Kesehatan·. 

MEMUTUSKAN : 

:· PERAWR.AN MENTER! KESFRATAN REPUBLIK INDONESIA TENTAfli 

I<UALITAS AIRTANAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESFliATAN. 

BAB I 
KETENI'UAN lMl.M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

a. Airtanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung 

air di bawah pennukaan tanah, baik sebagai airtanah bekas mau­
pl.lll sebagai air artesis;. 

b. Airtanah artesis adalah airtanah yang terdapat dalam suatu la· 
pisan pengandung air yang diapit oleh lapisan kedap air; 

c. Lapisan pengandwig air adalah suatu lapisan atau formasi batuan 
yang mengandun.g cukup bahan lulus/sarang untuk melepaskan ·air 
clalam jtunlah yang berarti sebagai sunber air; 

d. Buangan adalah buangan yang berasal dari proses produksi, pro­

ses penambangan, kegiatan runah tangga dan atau kegiatan tan­
pat .. tempat tlllL11l; 

e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal }rang tugas, fungsi 
dan wewenangnya mencakup bidang pengawasan kualitas airtanah; 

f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Dae­

rah Tingkat II atau yang setingkat; 

g. Keadaan khusus adalah keadaan yang m~yimpang dari ketentuan/ 
persyaratan yang telah ditetapk.an, yang disebabkan keadaan alam 
atau keadaan lainnya yang tidak dapat/tidak rramgldn dihindarkan, 
tetapi tidak mengganggu dan atau membahayakan kesehatan masyara­
kat; 

h. Zone A adalah bukan zone pemu~ tertentu tetapi yang airtanah· 
nya digunakan sebagai St.Dnber air balo.1, misalnya mata air dan su­

nur artesis mauoun bukan sumur artesis; 
" 

i. Zone B ..... 
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i. Zone B a~lah zone penukiman tertentu yang airtanahnya dapat digunakan untuk 
air baku; 

j. Zone C adalah zone pemukiman tertentu yang airtanahnya. dapat digunakan untuk 
air pemandian dan air pertanian y~ hasilnya dinUikan tanpa dimasak terlebih 
dahulu; 

k.Zone D adalah zone ·pem.ikiman tertentu yang airtanalmya. tidak dapat digunak8n 
untuk berbagai kegtmaan yang berbubungan dengan kesehatan; 

1. Zone pembuangan adalah zone tertentu yang digunakan sebagai tanpat clan wadah 

buangan dalam bentuk padat dan atau cair. 

BAB II 

Z 0 NE 

Pasal 2 
(1) sesua.i dengan jenis kegtmaan airtanahnya, maka zone dibedakan sebagai berikut , 

a. zone A; 
b. Zone B; 
c. Zone C; 
d. Zone D; 
e. Zone Pembuangan. 

. ' 

(2) Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting· 
kat Iltentang penetapan zone-zone sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 

BAB III 

SY.ARAT-SY~T KUALIT.AS AIRT.ANAH 

Pasal 3 
(1) Airtanah zone A dan zone B harus berkualitas sesuai dengan lcualitas air balcu se­

perti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

(2) Airtanah zone C hanis berkualitas sesuai dengan kualitas air panandian alam dan 
pertanian yang hasilnya dimakan tanpa d:imasak terlebih dalullu, seperti yang di­
tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

Pasal 4 
Penyimpangan dari syarat-sya.rat yang tercant1.111 dalam pasal 3 tidak dibenarkan, kecuali 
da1$11 keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan. 

BAB IV 
PERLI~ KUALITAS AIRTANAH 

Pasal 5 
Buangan dalam bentuk padat malJlUl cair yang tidak dapat diolah bail: dengan proses pe­

ngolahan alami naup.m. buatan tidak dibenarkan dibuang di lapisan pengan:lung air arte­
sis maupun lapisan pengandtmg airtanah bebas, zone A, Zone B. Zone C, ZOne D, kecuali 
di Zone Panbuangan. 

Pasal 6 ••.••• 
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Pasal 6 
(1) ~gan dalam bentuk cair yang dapat diolah baik dengan proses.pengolahan.alami naupun 

buatan tidak dibenarkan dibuang di Zone A dan lapisan pengandtmg air artesis. 

(2) Buangan dalarn bentuk cair sepe~i dimaksud ayat (1), tidak dibenarkan diruang 

di lapisan pengandtmg airtanah bebas dari Zone B, Zone C dan -Zone D, lcecuali 

bila buangan tersebut diolah terlebih dahulu. 

BAB V 

SYAAAT .. SYARAT WAD.AH DAN ATJill 'flM.=>AT 

PENIMBUNAN/PENAMPUl'liAN BAHAN ATPJJ BtWliAN 

Pasal 7 

(1) Wadah dan atau_ tempat pen~bunan clan atau tempat penampungan bahan yang dapat 

rnenccmari air, tidak dibenarkan ditempatkan di Zone A. 

(2) Wadah dan atau _tempat penimb~ dan atau penamptmgan bahan yang dapat mencemari 

airtanah Zone B, Zone C, Zone D, tidak dibenarkan bocor clan rembes. 

(3) Saluran bahf111. dan saluran panbuangan buangan air yang dapat /mencanari airtanah 
di Zone B, Zone C clan Zone D tidak dibenarkan bocor dan ranbes. 

(4) Wadah dan atau tempat penimbtman dan atau tempat penampungan ruangan dalam bentuk 
padat maupun cair harus ditempatkan di Zone pembuangan atau t~t tertentu yang 
tidak <la.pat me.ngakibatkan pencemaran airtanah. 

Pasal 8 

Buangan dalam bentuk padat dan atau cair yang dibuang di zone pembuangan sebaga;imana 
dimaksud dalam pasal s, tidak boleh mengakibatkan pencemaran airtanah bagi Zone A, 
Zone B, Zone C, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 3. 

Pasal 9 

Buangan cair yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) harus mEl!le­

mihi syarat-syarat : 

a. -Fisik cl.an kirni.awi seperti yang ditetapkan dalam Pe19turan Menteri Kesehatan; 

b. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran sehingga airtanahnya tidak memenuhi 
syarat-syarat seperti dinaksud dalam pasal 3. 

Pasal 10 

Penyirnp~an dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 9 tidak dibenarkan, ke­

cuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan. 

BAB VI 

PEMELIHARAAN 

Pasal 11 

(1) Kualitas airtanah seperti dimaksud dalam pasal 3 barus dipeliha.ra dengan bail< 

secata teratur clan terus-men~n.is. 

(2) Kualitas buangan cair seperti dimaksud dalam pasal 9 harus dipelihara oleh yang 

bersangku~an dengan baik secal'a teratur dan terus-menerus. 

(3) Paneliha~ , ••• 
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(3) Pemelihanian airtanah harus mengindahkan pedorMn pemelil1araari yang ditetaplcan 

oleh Dinas Kesehatan. 
I 

BAB Vli 

PENGAWASAN 
Pasal 12 

' • I 

(1) Q.ibernur Kepala l'.laerah Tingkat I dan Bupati/~alikotamady4 l<epala Daerah Tingkat 
II mengkoordinaSikan pengawasan kualitas ai~tanah sepc~ti dimaksud dalam pasal 3, 

buangan padat dan buangan cair seperti dimalCsW dalam Pasal 8 dan pasal 9. 
' f I 

(2) Dinas Kesehatan secara ftmgsional melaltsanakan pengawasan kualitas airta.nah, bu-

angan padat dan buangan cair seperti dL-naksud dalam -yat (1). 

Pasal 13 

Penga~an yang dimakstd dalam pasal 12 meliputi 

a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium; 

b. Penganalisaan basil kegiatan huruf a; 
c. Perumusan saran cara-cara penecaha.n ma.salah yang timWl dfU"i hasil kegiatan 

lmuf a dan huruf b; 
d. Upaya penecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c. 

Pasal 14 

(1) Pembina.an pengelolaan pengawasan kualitas airtanah pada tingka.t Propinsi/Daerah 

Ting:kat I, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemcn Kesehatan. 

(2) Pembinaan pengelolaan pengawasan kualitas airtanah pada tingkat Kodya Kabupaten/ 

Daerah Tingkat II, dilakukan oleh Kepala Kantor DcpartElllen Kesehatan. 

• 

(3) Penyelenggaraan pengawasan clan penetapan syarat-syarat tenaga pengawasan kualitas 

airtanah ditetapkan dalam pottmjuk pclaksanaan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 15 
Laboratorium tempat peneriksaan sampel airtal'\8h dalam rangb penyelenggaraan penga­

wa.san seperti dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 16 
Metoda pengambilan dan paner:U<saan sanwel airtanah ditetapl<an oleh Direkt\.ll' J~~ral. 

BAB VIII 

P E M B I A Y A A N· 

Pasal 17 
Panbiayaan kegiatan pengawasan sebaga~ di.mak$ud dalam ~sa,1 12 dibeb~ pada 

anggaran belallja Departanen Keseha.tan. 

BAB IX ••.••• 
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BAB IX ;, 

PENINDAKAN 
Pasal 18 

Barangsiapa melenggar pasal 3, 5, 6, 7, B, 9 dan 11 sehingga mengganggu clan atau mem· 
bahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dihuktnn berdasarkan pasal 202 Kitab Undang­

undang Hukum Pidana clan Peraturan Penu"ldang-undangan lainnya. 

Pasal 19 

Barangsiapa yang karena. kelalaiannya melanggar pasal 3, S, 6, 7, 8» 9 clan 11 sehingga 
mengganggu dan a tau mernbahayakan kesehatan a tau j iwa seseorang dihukum berdasarkan 
pasal 203 Kitab Undang-tmdang Hukum Pidana dan Peraturan Penm.dang-undangan lainnya. 

Pasal 20 

Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II tmtuk merurunkan tingkat kegmiaan atau menghentir-an penggunaan airtanah~ 

di zone yang tercema.r. 

BAB X 

PENUTUP 
Pasal 21 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
ini dengan penanpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapk.an di J A K A R T A 

Pada tanggal 1 Desember 1982 

I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,~. 


